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PERMENDAGRI No 45 TH 2016

Terdiri dari XIl Bab dan 26 Pasal

Bab | Ketentuan Umum (1 psl)

Bab Il Tujuan (1 psl)

Bab |Il Ruang Lingkup (1psl)

Bab IV Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (5 psl)

Bab V Tata Cara Penetapan, Penegasan dan Pengesahan
Batas Desa ( 9 psl)

Bab VI Penyelesaian Perselisihan Batas Desa (2 psl)
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Lanjutan

0 VII Pembinaan dan Pengawasan (1 psl)
0 VIII Pelaporan (1 psl)
0 |X Pendanaan (1 psl)
0 X Ketentuan Lain — lain (1 psl)
0 XI Ketentuan Peralihan (1 psl)

0 XII Ketentuan Penutup (2 psl)




PENETAPAN DAN PENEGASAN

Mempunyal tugas: menyiapkan kebijakan umum dan
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penetapan dan penegasan batas desa (pasal 5,
ayat2)

A. Tim PPB Des Provinsi; dan

Mempunyal tugas: menyiapkan kebijakan umum dan
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
batas desa di wilayah provinsi (pasal 6, ayat2)




Lanjutan

Tim PPB Des Kabupaten/Kota

Mempunyai tugas; melaksanakan penetapan dan penegasan

batas desa sesual dengan peraturan perun2an (pasal 7, ayat

2)

Mempunyai fungsi :

1. Menginventaris dasar hukum tertulis maupun sumber
hukum lainnya yang berkaitan batas desa

2. Mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum
lainnya utk menentukan garis batas sementara diatas peta



Lanjutan

batas Desa:

4. mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan
batas Desa dengan instansi terkait;

5. melakukan supervisi teknis/ lapangan dan/ atau
pendampingan dalam penegasan batas Desa;

6. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas

Desa;




Lanjutan

belanja daerah kabupaten/kota untuk pelaksanaan penetapan
dan penegasan batas Desa;

8. menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta penetapan
batas Desa dan menyusun rancangan peraturan bupati tentang
peta batas Desa.

9. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas

Desa kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur.




PERMASAHAN

A. Masih banyak RanPerBub tentang Batas Desa
pelum menjadi PerBub

B. Dalam Menyusun Perbub belum memasukkan
nasil Tim PPB Des

Cc. Gambar delinasi belum menjadi lampiran
setiap dibuat BAK (Berita Acara Kesepakatan)
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UPAYA

. Adanya kajian ilmiah setiap ada usulan
pemekaran Desa

. Waktu yang diperlukan harus jelas
Dukungan data digital dalam setiap BAK
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